
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
 

                                        NOMOR  8 TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  

  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah serta adanya 
perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan 

lainnya ditingkat Pemerintah Pusat, terdapat Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sudah tidak sesuai 
dan harus dilakukan pencabutan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1950   tentang    
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tmabahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 83); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

dan 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. 

 
Pasal 1 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: 

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 131); 

b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun tentang 

Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 112). 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah 

 
 
Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 17 Mei 2021 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

ttd 

 
 

GANJAR PRANOWO 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 17 Mei 2021 

Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

            JAWA TENGAH, 

                       ttd 

 
         PRASETYO ARIBOWO 

 
 
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR  8 
 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (6-74/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

NOMOR  8 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  

 
 

I. UMUM 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta adanya 
perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan lainnya ditingkat 

Pemerintah Pusat, terdapat beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah yang sudah tidak sesuai dan harus dilakukan pencabutan, yaitu: 

 

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi. 

 

Berdasarkan perkembangan regulasi ditingkat Pusat dan Daerah, 

sebagai berikut: 

a. Lampiran huruf O dan Lampiran huruf P angka 1 UU Nomor  23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan 

pembagian urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan 

Penyelanggaraan sumber daya dan perangkat POS serta informartika; 

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

angkutan Jalan; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan 

Jalan; 

d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah; 

e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Pencabutan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan 

Telekomunikasi perlu dicabut. 

 

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang 

Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi. 

 

Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

regulasi sebagai berikut: 

 

 

 

 



a. Lampiran huruf O dan Lampiran huruf P angka 1 UU Nomor  23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan 

pembagian urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan 

Penyelanggaraan sumber daya dan perangkat POS serta 

informartika; 

b. Pasal 141 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

c. Peraturan Daerah Provinsi JAwa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Daerah Nomor 14 

Tahun 2013 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan 

Telekomunikasi tersebut perlu dicabut. 

 

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di 

atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 132 


